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PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Medan yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

perdata  pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  33  tahun,  agama  Islam,  Pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,

tempat  kediaman  di  Jalan  xxxxx,  Kelurahan  xxxxx,

Kecamatan  xxxxx,  Kota  Medan,  dalam  hal  ini

memberikan  kuasa  kepada  Andy  Rinaldy,  S.H.,  M.H.,

Anggi Alfatah Hutagaol, S.H., Izza Faradhiba, S.H., dan

Soni,  S.H.,  kesemuanya  Advokat  /  Penasehat  Hukum,

berkantor di  Kantor  Hukum  “Biro  Bantuan  Hukum

Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Marginal” yang

berkantor  di  Jalan  Sisingamangaraja  Km 6,5  No.  17-A

lt.II,  Kota  Medan  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus

tanggal  24  Januari  2024,  selanjutnya  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Medan  Nomor:

272/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 sebagai Penggugat; 

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan

xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan,

sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
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Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama Medan  secara  elektronik  melalui  aplikasi  e-Court  register

nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn,  tanggal  29  Januari  2024,  telah  mengajukan

Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri

yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Oktober 2022, Sesuai Buku

Kutipan Akta Nikah Nomor :  xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

pada tanggal 10 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir

tinggal bersama dirumah sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;

3. Bahwa  sebelumnya  Penggugat  berstatus  sebagai  seorang  janda

dengan 1 (satu) orang anak dan Tergugat berstatus sebagai seorang duda

dengan 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menjalin  hubungan

rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri,  dan telah  dikaruniai  1

(satu) orang anak yang bernama:

- XXXXX, Laki-laki, Lahir pada 01 Juli 2023;

5. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan

Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-

istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering

terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak beberapa

bulan setelah pernikahan yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

- Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab atas

nafkah  rumah  tangga  yang  mana  dalam  hal  ini  Tergugat  tidak

memberikan nafkah rumah tangga sehingga kebutuhan rumah tangga
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tidak dapat untuk dipenuhi dan Penggugat merasa tidak ada ketenangan

dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat;
- Tergugat  tidak  ada  kepedulian  terhadap  Penggugat  yang  mana

dalam  hal  ini  Tergugat  sering  pulang  larut  malam  dan  bahkan  tidak

pulang ketempat kediaman bersama, kemudian disamping itu Tergugat

juga  memiliki  sifat  buruk  yakni  Tergugat  gemar  mengkonsumsi  obat-

obatan terlarang (narkoba) sehingga Penggugat merasa tertekan dalam

menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat;
- Tergugat tidak jujur mengenai permasalahan perekonomian kepada

Penggugat  yang  mana  dalam  hal  ini  Tergugat  dalam  hal  ini  gemar

menjual  barang-barang  dan  perabotan-perabotan  rumah  tangga

sehingga  Penggugat  merasa  tidak  ada  ketenangan  dalam  menjalani

rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat;

6. Bahwa  atas  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan  Tergugat,  Penggugat  mencoba untuk  bersabar  menjalani

kehidupan  rumah  tangga  dengan  Tergugat  demi  kelangsungan  rumah

tangga, namun sikap Tergugat tidak berubah;

7. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

yang  demikian  dimana  perselisihan  dan  pertengkaran  selalu  terjadi

mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak

terwujud  rumah  tangga  sakinah  mawaddah  warahmah  sampai  akhirnya

puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat

terjadi  pada  Juli  2023  disebabkan  oleh  Tergugat  yang  tidak

bertanggungjawab  atas  nafkah  rumah  tangga,  kemudian  Tergugat  juga

memiliki  sifat  buruk  yakni  Tergugat  gemar  mengkonsumsi  obat-obatan

terlarang  (narkoba),  serta  Tergugat  kerap  menjual  barang-barang  rumah

tangga,  kemudian  terjadi  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat,

kemudian  Tergugat  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  dan

sejak saat  itu antara Penggugat  dan Tergugat  tidak tinggal  bersama lagi

sampai dengan saat ini; 

8. Bahwa  pihak  keluarga  sudah  menasehati  dan  sudah  berusaha

secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang
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terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan

Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya

tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa oleh  karenanya  suasana/kondisi  rumah tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  tersebut  tidak  lagi  mencerminkan  dasar  sebuah

perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun

1974  tentang  Perkawinan,  sehingga  hak  dan  kewajiban  Penggugat  dan

Tergugat sebagai suami isteri  menjadi  tidak terpenuhi sebagaimana yang

terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di

atas,  maka  Penggugat  mengajukan  perkara  ini  ke  Pengadilan  Agama

Medan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  agar  perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara

Penggugat  dengan  Tergugat  terus  menerus  terjadi  percekcokan  /

perselisihan  /  pertengkaran  sehingga  tidak  ada  kecocokan  lagi  dalam

berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun

kembali  dalam  rumah  tangga,  sebagaimana  alasan-alasan  yang

diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

11. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat

juga  menggugat  agar  Penggugat  ditetapkan  sebagai  pemegang  hak

pemeliharaan/hadhonah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat

yang masih dibawah umur bernama : 

- XXXXX, Laki-laki, Lahir pada 01 Juli 2023;
12. Bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  saat  ini  masih  di

bawah  umur   (belum  mumayyiz)  sehingga  secara  psikologis  anak  yang

masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat

bermohon  agar  Penggugat  ditetapkan  sebagai  pemegang  hak
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pemeliharaan/hadhonah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat

tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada  Ketua Pengadilan

Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili  dan memutus

perkara  ini  nantinya  untuk  menetapkan  suatu  hari  persidangan  dengan

memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu

dan  tempat  yang  telah  ditentukan  untuk  itu  seraya  mengambil  keputusan

sebagai berikut: 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan thalak  satu  ba’in  sughro  Tergugat  (Tergugat  (ALM))

terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan  Penggugat  sebagai  pemegang  hak

hadhonah/pemeliharaan atas  1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat

yang bernama : 
- XXXXX, Laki-laki, Lahir pada 01 Juli 2023;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson

datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasanya bernama

Andy Rinaldy, S.H., M.H., Anggi Alfatah Hutagaol, S.H., Izza Faradhiba, S.H., dan

Soni,  S.H.  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Medan  Nomor  272/I/2024  tanggal  29  Januari  2024.

Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita

Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh

orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya

tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di

persidangan. Ketua Majelis tetap memberi  nasihat kepada Penggugat melalui
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kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini  secara damai dan kekeluargaan,

namun  tidak  berhasil  karena  Penggugat  sebagaimana  disampaikan  oleh

kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara

dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir  di  persidangan,  maka

tidak  dapat  didengar  jawaban  darinya  untuk  membantah  dalil  gugatan

Penggugat;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah  Nomor  xxxxx,  atas nama Penggugat

dan  Tergugat  yang  dikeluarkan  oleh  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor

Urusan Agama K Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, tertanggal 10

Oktober  2022,  telah  dibubuhi  meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan

dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai dan

diberi tanda P.1;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  xxxxx,  atas  nama  Xxxxx,

yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  Pencatatan  Sipil Kota  Medan  pada

tanggal 18 Juli 2023, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan

dengan  aslinya  yang  diperlihatkan  dipersidangan  ternyata  sesuai  dan

diberi tanda P.2;

B. Saksi: 

1. Nama: Xxxxx,  Umur  62  tahun,  Agama  Islam,

Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan

xxxxx,  Kelurahan  xxxxx,  Kecamatan  xxxxx,  Kota  Medan  di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena  saksi

adalah ibu kandung Penggugat;
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- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri dan  telah

dikaruniai  1  (satu) orang  anak dan  anak  tersebut  tinggal  bersama

Penggugat. pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai seorang

janda 1 (satu) anak dan Tergugat berstatus sebagai seorang duda 2

(dua) anak;

- Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama sebagaimana dengan alamat Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun tetapi

sejak beberapa bulan setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran;

- Bahwa  penyebab  pertengkaran  karena  Tergugat  tidak

bertanggungjawab  terhadap  nafkah,  tidak  jujur  mengenai

permasalahan ekonomi serta sering pulang larut malam dan bahkan

tidak pulang ketempat kediaman bersama;

- Bahwa  puncak  pertengkaran  terjadi  pada  bulan  Juli  2023

dikarenakan Tergugat tidak bisa merubah sifat dan sikapnya terhadap

Penggugat  dan  sejak  saat  itu  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

berpisah rumah dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

- Bahwa saksi  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar

saat berkunjung ke tempat tinggal mereka;

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat

tetapi tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

- Bahwa  Penggugat  sangat  sayang  kepada  anaknya,  Penggugat

orang yang baik tidak suka keluar malam serta Penggugat amanah;

2. Nama:  Xxxxx,  Umur  25  tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  SLTA,

Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan

xxxxx,  Kecamatan  xxxxx,  Kota  Medan,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena  saksi

adalah teman Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri dan  telah

dikaruniai  1  (satu) orang  anak dan  anak  tersebut  tinggal  bersama

Penggugat. pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai seorang

janda 1 (satu) anak dan Tergugat berstatus sebagai seorang duda 2

(dua) anak;

- Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama sebagaimana dengan alamat Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun tetapi

sejak beberapa bulan setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran;

- Bahwa  penyebab  pertengkaran  karena  Tergugat  tidak

bertanggungjawab  terhadap  nafkah,  tidak  jujur  mengenai

permasalahan ekonomi serta sering pulang larut malam dan bahkan

tidak pulang ketempat kediaman bersama;

- Bahwa  puncak  pertengkaran  terjadi  pada  bulan  Juli  2023

dikarenakan Tergugat tidak bisa merubah sifat dan sikapnya terhadap

Penggugat  dan  sejak  saat  itu  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

berpisah rumah dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

- Bahwa saksi  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar

saat berkunjung ke tempat tinggal mereka;

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat

tetapi tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

- Bahwa  Penggugat  sangat  sayang  kepada  anaknya,  Penggugat

orang yang baik tidak suka keluar malam serta Penggugat amanah;
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Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah

membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang

pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil  gugatan Penggugat serta mohon

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal  yang

tercantum  dalam  Berita  Acara  Sidang  yang  merupakan  bagian  yang  tak

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,   bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah

dan terakhir  diubah dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun  2009 tentang

perubahan Kedua Atas Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama, Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari  sidang yang telah ditentukan, Penggugat

hadir didampingi Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan

tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan tidak ternyata tidak hadir

Tergugat disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang,  bahwa  majelis  telah  memeriksa  identitas  Penggugat  dan

Tergugat dan ternyata telah benar sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  pemberian  surat  kuasa dari  pihak  yang  berperkara

telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim

menyatakan Kuasa Penggugat  tersebut  diterima dan diperkenankan mewakili

Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan

dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan
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tetapi  tidak  berhasil,  dan  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam

persidangan,  maka  tidak  dapat  dilaksanakan  mediasi,  dengan  demikian

ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016

telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  masalah  pokok  dalam  perkara  ini

adalah  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  dengan  alasan  terjadi

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus

menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah, tidak

jujur  mengenai  permasalahan ekonomi  serta  sering pulang larut  malam dan

bahkan tidak pulang ketempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  dan  SEMA No  9  Tahun  1964  tentang

putusan  verstek,  majelis  hakim  membebani Penggugat  untuk  membuktikan

dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  alasan  gugatannya  Penggugat

mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang,  bahwa terhadap bukti  P.1  dan P.2 telah  memenuhi  syarat

formil pembuktian karena bukti- bukti tersebut merupakan akta outentik yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dinazagellen dan

dapat ditunjukkan bukti aslinya, adapun secara materil akan dipertimbangkan

selanjutnya; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1 (Kutipan  Akta Nikah)

membuktikan bahwa  Penggugat  dengan Tergugat  sebagai  suami  isteri yang

menikah  tanggal  10  Oktober  2022, oleh  karenanya  Penggugat  merupakan

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Kelahiran) membuktikan

bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxx, Laki-laki, lahir

pada 01 Juli 2023; 
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Menimbang,  bahwa  dua  orang  saksi  yang  dihadirkan  Penggugat  telah

memberi  keterangan  di  depan  sidang,  sudah  dewasa,  berakal  sehat,  dan

sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di depan sidang kedua orang

saksi Penggugat menyatakan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat dan tidak berhasil didamaikan kemudian pisah rumah karena Tergugat

tidak bertanggungjawab terhadap nafkah, tidak jujur mengenai permasalahan

ekonomi serta sering pulang larut malam dan bahkan tidak pulang ketempat

kediaman bersama. Keterangan kedua saksi  a quo adalah fakta yang dilihat,

didengar  dan  dialami  sendiri  serta  relevan  dengan  dalil-dalil  yang  harus

dibuktikan oleh Penggugat, dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh

karena  itu  keterangan  kedua  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula

kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai

bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan  bukti  tertulis dan saksi  telah diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat  dan  Tergugat adalah  suami  isteri  yang  terikat

dalam perkawinan sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang

anak;

- Bahwa sejak beberapa bulan setelah pernikahan sampai  Juli 2023

antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  disebabkan Tergugat  tidak  bertanggungjawab  terhadap

nafkah, tidak jujur mengenai  permasalahan ekonomi serta sering pulang

larut malam dan bahkan tidak pulang ketempat kediaman bersama;  

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  rumah  sejak

bulan Juli 2023 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
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- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah  didamaikan  tetapi

tidak berhasil; 

- Bahwa  Penggugat  sangat  sayang  kepada  anaknya,  Penggugat

orang yang baik tidak suka keluar malam serta Penggugat amanah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas

pertengkaran yang  terjadi  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dalam rumah

tangga  disebabkan  Tergugat  tidak  bertanggungjawab  terhadap  nafkah,  tidak

jujur  mengenai  permasalahan ekonomi  serta  sering pulang larut  malam dan

bahkan tidak pulang ketempat kediaman bersama dan pertengkaran tersebut

tidak  dapat  didamaikan  oleh  keluarga  bahkan  keluarga  tidak  sanggup  lagi

mendamaikan,  merupakan indikasi  yang  kuat  bahwa antara  Penggugat  dan

Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal

utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih

sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi

fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula

bahwa  tidak  akan  tercapai  tujuan  membangun  kebahagiaan  dalam  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  dan  hal  tersebut  sekaligus  menunjukkan

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken home); 

Menimbang,  bahwa  Majelis  tidak  perlu  menggali  lebih  jauh  mengenai

siapa  yang  salah  dalam kehidupan  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat

karena  menurut  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  534/K/Pdt/1996

Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa

penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu

masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa  Pasal  39 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan

di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada

cukup  alasan,  bahwa  antara  suami  isteri  itu  tidak  akan  dapat  hidup  rukun

sebagai  suami  isteri  dan  diantara  alasan  perceraian  ketentuan  peraturan

perundang-undangan  adalah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  huruf  f
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Peraturan Pemerintah  Nomor  9  tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f

Kompilasi  Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri  terus-menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.  Hal  tersebut  sejalan dengan firman Allah dalam surat  Ar-Rum ayat  21

(QS.30:21);

Artinya  :  ”Dan di  antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berpikir”. (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

mungkin  lagi  untuk  mewujudkan  tujuan  rumah  tangganya  dan  tidak  ada

harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan

perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan

menimbulkan kemudharatan  bagi kedua  belah  pihak.  Sedangkan

kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam

kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

يزال  الضرر

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  gugatan  Penggugat  telah

terbukti dan memenuhi maksud  Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun

1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan
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dengan  diktum  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  cerai  Penggugat  telah

dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hak hadhanah)

dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  masalah  hak  asuh  anak  (hak  hadhanah)  haruslah

didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip

yang  dianut  dalam  Undang-Undang  Nomor:  23  tahun  2002  tentang

perlindungan anak;

Menimbang bahwa, selain itu di  dalam Pasal 105 (a) Kompilasi  Hukum

Islam menyebutkan: Apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang

belum mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya,  hal  ini

sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

لم     ا م ه ب ق اح ت ان

تنكحى

Artinya:  …Kamu  (ibu)  lebih  berhak  melakukan  hadhanah  (pemeliharaan)

terhadap anak, selama kamu (ibu) belum menikah lagi dengan laki-laki

lain. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Menimbang  bahwa,  dari  fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  bahwa

setelah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  berpisah  tempat  tinggal,  anak

Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  telah  secara  riil  selama  ini  ikut  tinggal

bersama  Penggugat  dan  tidak  pula  ada  indikasi  yang  mengarah  kepada

gugurnya  atau tidak  layaknya  Penggugat  sebagai  pemegang hak hadhanah

dan anak yang dimintakan hak pengasuhannya (hadhanah)  oleh Penggugat

adalah  anak  yang  belum  mumayyiz  dan  bilamana  dihubungkan  dengan

keterangan  saksi-saksi,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  Penggugat

dinyatakan telah berhasil membuktikan dalil permintaannya tersebut dan oleh

karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permintaan hak pengasuhan

anak  (hadhanah)  dari  Penggugat,  maka  Penggugat  ditetapkan  sebagai
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pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah)  sebagaimana tersebut  dalam

diktum amar putusan ini;

Menimbang  bahwa,  meskipun  anak  Penggugat  dengan  Tergugat

ditetapkan  dibawah  pemeliharaan  (hadhanah)  Penggugat  selaku  ibu

kandungnya,  akan  tetapi  tidak  boleh  memutuskan  hubungan  komunikasi

dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk

berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama

Tergugat  pada  hari-hari  tertentu  yang  disepakati  bersama  serta  membantu

untuk  mendidik  serta  mencurahkan kasih  sayangnya  sebagaimana layaknya

bagi seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat  dibebankan membayar

semua  biaya  perkara  yang  jumlahnya  sebagaimana  tersebut  dalam  amar

putusan ini;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat).

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Laki-laki,

lahir  pada 01 Juli  2023 berada di  bawah asuhan (hadhanah) Penggugat

sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan ketentuan Penggugat harus

memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari  Senin tanggal  19 Februari  2024 Masehi,  bertepatan

dengan  tanggal  09  Sya'ban  1445  Hijriyah,  oleh  kami  Dra.  Hj.  Nikmah  M.H

sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H dan Drs. H. Sardauli Siregar,

M.A.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani,  S.Ag

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  Kuasa  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H Dra. Hj. Nikmah M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. Panitera Pengganti,

Rita Suryani, S.Ag

Perincian Biaya:
1. Biaya Pendaftara/PNBP : Rp 30.000,00

2

.

Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
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3

.

Biaya Panggilan : Rp 40.000,00

4. PNBP Relaas : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah) 
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